
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 
 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  

NOMOR    9     TAHUN  2010 

TENTANG 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 
 

Menimbang : a.  bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya untuk lebih 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara teknis dan 

administratif terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, maka 

perlu menentukan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor 

dengan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor; 

  b. bahwa dengan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, maka 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan 

Bermotor; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 

1950  Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 

                                 5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5025); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor  3373  ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3530); 

10.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

11.    Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang 

Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta 

Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-

komponennya; 

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/Kep/M. 

PAN/11/2003, tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 

dan Angka Kreditnya; 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian 

Tipe Kendaraan Bermotor. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 

                                                                        

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Madiun. 

5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika 

dan Komunikasi Kabupaten Madiun. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten 

Madiun. 

7. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu-lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 

tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel 

dan jalan kabel. 

8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan, yang terdiri atas kendaraan bermotor atau 

tidak bermotor. 
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9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa 

mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi 

dan rancang bangun tertentu antara lain: 

a. Kendaraan bermontor Tentara Nasional Indonesia; 

b. Kendaraan bermontor Kepolisian Negara Repuplik Indonesia; 

c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwalts), forklift, loader, 

excavator, dan crene; serta 

d. Kendaraan khusus penyandang cacat.  

11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang 

dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah, 

dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-

rumah. 

13. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 

maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 

3.500 kg. 

14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 

lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari        

3.500 kg. 

15. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 

16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 

seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan 

bermotor. 

17. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 

dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor 

penariknya. 

18. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 

tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan. 

19. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut 

muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 

20. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya 

yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 

21. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan 

bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ; 

22. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan 

bermotor berikut muatannya yang diizinkan menurut kelas jalan yang dilalui. 
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23. Pengujian kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-

bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam 

rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 

24. Penguji Kendaraan Bermotor adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan tugas pengujian 

kendaraan bermotor. 

25. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap   

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 

26. Tanda bukti lulus uji adalah tanda bukti lulus uji bagi kendaraan bermotor, kereta gandengan, 

kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah melaksanakan uji berkala berupa buku uji 

dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

27. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi 

hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau 

kendaraan khusus. 

28. Tanda Samping adalah tanda yang ditempatkan pada samping kanan dan kiri badan 

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagai bukti 

lulus uji yang memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji. 

29. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk 

membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan. 

30. Pengaturan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, perumusan dan penentuan 

kebijaksanaan umum maupun teknis. 

31. Pengendalian adalah kegiatan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

32. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap 

pelaksanaan penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas angkutan jalan. 

33. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap 

pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, 

tata cara pemuatan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. 

 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

Pasal 2 

Dengan nama Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap pelaksanaan pengujian kendaraan 

bermotor. 

 

 

 


